




 Pembahasan bagian pertama ini mengemukakan pendahuluan dari tesis ini. 
Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan 
mengapa penelitian ini diangkat, rumusan masalah yang menjadi masalah pokok 
dalam kajian ini, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
A. Latar Belakang Masalah 
Perang Dunia ke dua yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945 
benar-benar membawa dampak kerusakan luarbiasa terhadap umat manusia. 
Perang yang terluas sepanjang sejarah ini bahkan melibatkan lebih dari seratus 
juta orang dari berbagai pasukan militer di seluruh dunia, yang terbagi menjadi 
dua aliansi besar dan saling bertentangan. 
Perang yang berlangsung selama hampir enam tahun ini memakan korban 
sebanyak lima puluh juta sampai tujuh puluh juta jiwa dari berbagai belahan 
Dunia. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia ke dua  sebagai konflik 
paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. 
Sadar akan dampak dari perang Dunia ke dua yang sangat parah itu, 
berbagai Negara kemudian membuat kesepakatan untuk saling menjaga 
perdamaian dunia dengan membentuk Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB). 
Dalam perkembangannya, Negara-Negara yang tergabung di dalam PBB 





disingkat dengan UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(selanjutnya disangkat DUHAM)1  yang menjadi acuan umum atas hak-hak dasar 
manusia di permukaan bumi ini yang harus dilindungi. 
HAM sebagaimana yang didefenisikan oleh Yasir Alimi adalah hak-hak 
yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak 
dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa 
semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, 
ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan 
Agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.2 
Banyak kalangan menilai Deklarasi HAM universal (UDHR) merupakan 
salah satu prestasi terbesar PBB.3 UDHR merupakan deklarasi pertama tentang 
HAM yang diakui Internasional dari berbagai Negara.4 Instrumen dan institusi 
PBB dianggap telah berhasil, dalam beberapa hal, dalam menyusun standar-
standar hak asasi manusia yang diterima secara universal. Dengan perkataan lain, 
ada norma-norma tertentu tindakan dalam gelanggang Hak Asasi Manusia yang 
                                                 
1 http://www.un.org/en/documents/Universal Declaration of Human Rights/history.shtml, 
diakses 26 September 2015. 
2 Yasir Alimi, dalam  Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), 
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hlm. 105. 
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 Lihat misalnya, Hobbins, A J. Eleanor Roosevelt, John Humphrey and Canadian opposition 
to the Universal Declaration Of Human Rights: looking back on the 50th anniversary of UNDHR. 
International Journal 53.2  (Spring 1998): 325-342. 
4 Cox, Larry. A Vision Of A World Made New: THE UNIVERSAL DECLARATION OF 





dapat diterapkan pada umat manusia di mana pun, tidak pandang latar belakang 
etnik, religius, ideologi, atau kebangsaannya.5 
Namun di sisi lain, deklarasi yang disusun oleh segelintir orang tersebut 
dianggap tidak representatif dan umumnya didominasi oleh orang Barat. Pada 
sa’at yang sama dengan penyusunan UDHR orang-orang dari Afro-Asia sedang 
berada di bawah penguasa kolonial. Konsekuensinya tidak banyak ide-ide yang 
masuk dan diperdebatkan serta didiskusikan khususnya yang berkaitan dengan 
nilai-nilai Asia dan Afrika.6 
Worldview Barat sekuler yang mendominasi deklarasi tersebut tidak dapat 
dihindarkan menjadi landasan bangunan epistemologi Universal Declaration of 
Human Rights yang justru membuat HAM universal dapat diterjemahkan secara 
‘liar’.  
Sekuler, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qarādhāwy, jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka kata yang tepat adalah kata lā 
diniyyah atau dunyawiyyah, yang maknanya tidak hanya lawan ukhrāwī saja 
tetapi memiliki makna lebih spesifik yakni sesuatu yang tidak ada kaitannya 
dengan dīn/Agama, atau sesuatu yang hubungannya dengan Agama adalah 
hubungan lawan.7 
                                                 
5 Chandra muzaffar, Human Rights And New World Order, Hak Asasi Manusia Dalam Tata 
Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat, penerjemah Poerwanto, ( Bandung: Mizan, 1995), 
hlm. 200. 
6 Hamid Fahmi Zarkasyi, Islam Ham dan Keberagaman Agama, (Jakarta: INSISTS, 2011), 
hlm. 28. 
7 Al-Qarādhāwy, Yusuf. terj. Nabhani Idris,  at-Taṭārrufu al-‘Ilmani fī Muwajahati al-Islām, 





Sembari mengutip enseklopedi Britania Yusuf Qardhawy menambahkan 
bahwa sekularisme adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan 
memalingkan manusia dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi 
kepada dunia. Menurutnya, gerakan sekularisme ini muncul merupakan respon 
terhadap kecendrungan orang pada abad pertengahan yang sangat cendrung 
kepada Allāh dan hari akhirat serta menjauhi dunia.8 
Sekularisme yang menuntut kebebasan mutlak tanpa ada campur tangan -
pengaruh- Agama dalam kehidupan manusia, membuat manusia justru sewenang-
wenang menuntut kebebasannya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Agama. 
Kebebasan itu tidak jarang justru dapat membahayakan dirinya sendiri bahkan 
orang lain. 
Kebebasan mutlak yang berakar dari sekularisme juga membuat HAM 
menjadi bias makna dan memiliki standar ganda dalam aplikasinya. Hal ini 
menyebabkan HAM universal dapat ditunggangi oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dan  menjadi senjata untuk menginterfensi dan memaksakan 
kepentingannya kepada Negara lain. 
HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah 
menjadi “dua buah mata pisau” yang pada satu sisi mengedepankan dimensi 
humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap 
                                                 





orang dan terlebih lagi bagi negara berkembang yang syarat dengan hegemoni dan 
kooptasi atas nama HAM.9 
Sangat iofis bila Universal Declaration of Human Rights sebagai acuan 
HAM dunia yang seharusnya melindungi manusia dari kerusakan dan 
kehancuran, justru dapat dijadikan senjata untuk menghancurkan nilai-nilai HAM 
itu sendiri.  
Berbeda dengan nilai dan ideology sekuler yang bebas dari nilai-nilai 
Agama dan ketuhanan, Islam justru menempatkan HAM pada posisi yang jauh 
lebih mulia daripada HAM yang diperjuangkan oleh sekuler. Sebab kebebasan 
hak-hak kodrati yang ada pada manusia tanpa pengendalian oleh Agama, menurut 
Islam justru hanya akan menempatkan manusia pada posisi yang tidak lebih mulia 
daripada binatang. 
Padahal Allāh telah memuliakan manusia sejak dari penciptaannya. Allāh 
berfirman: 
إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 5(ثم رددناه أسفل سافلين) 4لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم)
 )8أليس هللا بأحكم الحاكمين)) 7فما يكذبك بعد بالدين)) 6ممنون) فلهم أجر غير
 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan; 
maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang 
menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya 
keterangan-keterangan) itu? Bukankah Allāh Hakim yang seadil-adilnya?( Q.S. 
At-Tin: 4-8)10 
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HAM di dalam Islam bukanlah kebebasan yang tidak terkendali. Sebab 
kebebasan yang mutlak tanpa ada pengendalian hanya akan menimbulkan 
kekacauan. Seperti yang disampaikan oleh Isaiah Berlin, bahwa area kebebasan 
itu tidak boleh tidak dibatasi, karena jika tidak dibatasi manusia akan dapat 
mencampuri urusan orang lain tanpa batas sehingga akan menimbulkan 
kekacauan sosial dan hukum rimba.11 
Prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam untuk menjaga kehormatan dan 
hak-hak asasi manusia bersifat unik dan boleh jadi tidak terjangkau oleh akal 
manusia.12Ham di dalam Islam bukanlah hak yang dimiliki oleh individu secara 
eksklusif dan tanpa batas. Hak dalam Islam tidak dapat lepas dari kewajiban. 
Manusia berhak menjalani kehidupan sesukanya, namun tidak diperbolehkan 
menganiaya dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri apalagi orang lain.13 
HAM di dalam Islam tidaklah dibatasi oleh batas suatu wilayah atau 
Negara. Islam telah menetapkan hak-hak dasar dan fundamental secara universal 
bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Islam 
melarang menumpahkan darah kecuali tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat, 
Islam sangat melarang penindasan terhadap kaum wanita, anak-anak, orang-orang 
lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum 
wanita harus dihormati, orang-orang yang miskin harus dibantu makanan, 
                                                 
11 Isaiah Berli, dalam Syekh Syaukat Hussan, Human Right in Islam, terj. Abdul Rochim 
C.N., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 97. 
12  Hamid Fahmi Zarkasyi, Islam Ham dan Keberagaman Agama, (Jakarta: INSISTS, 2011), 
hlm. 15. 





pakaian, dan hak dasarnya, orang yang terluka dan terkena wabah harus dirawat 
tanpa membedakan suku,agama,dan ras nya.14 
B. Rumusan Masalah 
Penelitian ini akan  menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 
1. Bagaimana implikasi dari Epistemologi sekuler terhadap materi muatan 
Universal Declaration of Human Rights? 
2. Bagaimana Islam memandang epistemologi Universal Declaration of Human 
Rights? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Selaras dengan rumusan masalah di atas, setidaknya ada dua tujuan 
utama dari penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat dan menganalisis 
implikasi dari Epistemologi sekuler terhadap materi muatan Universal 
Declaration of Human Rights. Ke dua, untuk melihat dan menjelaskan 
pandangan Islam terhadap epistemologi sekuler yang menjadi landasan 
epistemologi Universal Declaration of Human Rights. 
2. Manfaat penelitian 
Secara teoritis dan akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
rujukan dan pertimbangan bagi studi pemikiran Islam, khususnya yang 
berkenaan dengan penelitian tentang HAM Universal. 
                                                 
14 Mawlana Abul A’la Mawdudi, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja,  Hak-Hak Asasi 





Secara praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 
dan pertimbangan dalam rangka mengevaluasi dan memperkokoh bangunan 
epistemologi HAM Universal. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya 
khazanah keilmuan Islam sehingga umat Islam tidak ikut terpengaruh dengan 
isu-isu HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga 
diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri umat Islam akan 
implikasi-implikasi negatif dari Universal Declaration of Human Rights yang 
berlandaskan epistemologi sekuler sehingga dapat menyeleksi nilai-nilai 
positif dan negatif tentang Universal Declaration of Human Rights. 
D. Kajian Pustaka 
Sudah banyak tulisan yang mengkaji baik tema tentang epistemologi 
secara umum maupun kritik khusus terhadap Universal Declaration of Human 
Rights atau nilai-nilai HAM Internasional. Diantara kajian itu adalah: 
 Zul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris dalam International Journal of 
Islamic Thought yang dipublikasikan ke dalam jurnal online proquest mengkritik 
tentang nilai-nilai HAM yang tengah berkembang dan diamalkan secara 
Internasional. Dalam tulisannya yang berjudul Peranan Persekitaran terhadap 
Tuntutan Hak Asasi Manusia: Cabaran bagi Umat Islam itu, Zul Azmi dan 
Zailan mengkritik pengaruh sekuler yang tidak terbendung dalam mempengaruhi 
perkembangan HAM internasional. Menurutnya Hak Asasi Manusia ciptaan Barat 





Ideologi sekuler menurut mereka merusak tatanan hidup dan menjadi 
ancaman bagi masyarakat Internasional yang beragama. Nilai-nilai sekuler 
menuntut kebebasan tanpa batas yang semata-mata hanya berlandaskan kepada 
ego nafsu manusia saja.  Tuntutan kebebasan itu sama sekali tidak lagi 
mempertimbangkan nilai-nilai baik dan buruk menurut Agama, bahkan cendrung 
menafikan Agama dan berujung pada ateis. 
Sambil mengutip perkataan Kristeller, Zul Azmi dan Zailan mengatakan 
bahwa sikap masyarakat Barat yang begitu melebih-lebihkan tuntutan hawa nafsu 
dan logika akal modenisme berbanding tuntutan Agama, dilihat kentara semenjak 
zaman modern khususnya setelah kemasukan era Renaisans. Ketika itu, dikatakan 
banyak ahli falsafah dan pemikir di dalam penulisan masing-masing sering 
mengagung-agungkan kedudukan manusia. Mereka meletakkan peranan akal 
manusia mengatasi peranan Agama. Tuntutan-tuntutan yang dipaparkan dalam 
penulisan mereka hanyalah berlandaskan etika ciptaan manusia semata-mata, 
bukannya etika yang dibawakan oleh Agama15 
Bahkan menurut mereka ada yang meletakkan taraf HAM sebagai satu 
‘Agama’ baru kerana tuntutan-tuntutan yang dikemukakan senantiasa mendapat 
sokongan kuat masyarakat sekelilingnya seperti kalangan sarjana, ahli politik, 
golongan Agama, pemerintah, badan bukan kerajaaan (NGO) dan orang ramai.16 
                                                 
15 Zul Azmi Yaakob & Zailan Moris, “Peranan Persekitaran terhadap Tuntutan Hak Asasi 
Manusia: Cabaran bagi Umat Islam” dalam International Journal of Islamic Thought, Vol. 5: (June) 
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Oleh karena itu menurut mereka umat beragama khususnya umat Islam 
harus bisa mengimbangi dan mewarnai suatu komunitas/wilayah dengan nilai-
nilai Agama, bukun justru terwarnai oleh pemikiran sekuler yang menyesatkan 
itu. 
Perbedaannya dengan Tesis ini adalah tulisan tersebut lebih menggunakan 
sudut pandang ketiga, yakni peringatan kepada umat Islam akan dampak dari 
nilai-nilai sekuler UDHR. Sementara tesis ini akan melihat lebih mendalam 
epistemologi UDHR, bukan hanya sumber nilai UDHR saja, melainkan meliputi 
banyak aspek yang termasuk kedalam kajian epistemologi. 
Kajian lain yang mengkritik tentang HAM Universal adalah tulisan 
Chandra Muzaffar yang berjudul  Human Rights And New World Order, Hak 
Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat. 
Buku yang diterbitkan tahun 1995 itu merupakan kumpulan dari beberapa artikel 
dan ceramah Chandra tentang HAM, termasuk yang dipersentasikan di PBB. 
Dalam tulisannya, Chandra Muzaffar mengkritisi pelaksanaan HAM yang 
menurutnya tidak adil dan tidak seimbang. Ketidakadilan dan ketidak seimbangan 
itu menurutnya disebabkan oleh dominasi Negara-negara tertentu di PBB. 
Chandra menegaskan bahwa sistem global yang ada-dan masih 
berkembang-tidak seimbang dan tidak adil bagi mayoritas besar umat manusia. 
Ketidak seimbangan dan ketidak adilannya terbukti di hampir setiap segi urusan 
Internasional. Ekonomi global misalnya, dikontrol dan dijalankan oleh segelintir 





untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dan dijunjung tinggi 
sekalipun membawa kerugian dan kehancuran manusia lainnya.17 
Menurut Candra, bahkan PBB menjadi tidak berarti dan hukumnya tidak 
bisa diterapkan karena dominasi Negara-negara tertentu itu. Piagam-piagam dan 
deklarasi PBB tentang HAM menjadi tidak berarti dan bias makna disebabkan 
kepentingan pihak-pihak yang mendominasi di PBB. Standar-standar kebenaran 
serta slogan-slogan demokrasi yang diagung-agungkan menurutnya hanyalah 
pisau bermata dua yang dipakai untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak 
tertentu. 
Para pemerintah yang paling antusias terhadap tata dunia baru tanpak nya 
kurang konsisten menerapkan prinsip-prinsip demokratik dan hak asasi manusia 
dalam setiap Negara. Mereka agaknya enggan menggunakan standar dan kriteria-
kriteria yang sama dalam setiap situasi.18 Bahkan menurutnya bagi AS dan 
sekutu-sekutunya, demokrasi dan hak asasi manusia adalah nomor dua di bawah 
minyak, struktur kekuasaan regional, pengaruh ekonomi internasional berhadapan 
dengan jepang dan jerman, dan dominasi serta control global. 
Dewan Keamanan yang sementara bersegera menetapkan sanksi atas 
sebuah Negara yang dosa nya belum terbukti, tetapi justru menahan diri dari 
                                                 
17 Chandra Muzaffar, Human Rights..., hml. 40. 





mengambil suatu tindakan apapun terhadap Negara yang kejahatan-kejahatannya 
sudah jelas-jelas tampak.19 
Bahkan menurutnya Dewan Keamanan PBB bukan hanya samasekali 
tidak konsisten dalam responnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi 
manusia, tetapi juga sangat tidak seimbang dan tidak jujur. 
Menurut Candra, walaupun Universal Declaration of Human Rights 
terlihat telah berhasil dalam beberapa hal dalam menyusun standar-standar hak 
asasi manusia yang diterima secara universal, namun apakah spesifik ataukah 
general (khusu atau umum), harus diakui bahwa badan dunia itu, betapapun 
penting sumbangannya, belum menjadi kekuatan utama di balik kemajuan dalam 
hal hak asasi manusia sejak Universal Declaration of Human Rights. 
Tulisan Chandra lebih cendrung mengkritisi dominasi global Negara-
negara tertentu di PBB. Chandra lebih mengkritisi ketidak adilan PBB dan standar 
ganda penerapan hukumnya disebabkan dominasi Negara-negara tertentu 
tersebut. Sudut pandang ini membuat tulisan Chandra ini jauh berbeda dengan 
tesis ini yang mengkritisi epistemologi UDHR. 
E. Kerangka Teoritik 
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini akan membahas 
tentang kritik  terhadap epistemologi Universal Declaration of Human Rights 
berdasarkan perspektif Islam. Untuk memulai pembahasan itu perlu diketahui 
terlebih dahulu tentang istilah pokok dalam penelitian ini: 
                                                 






Epistemologi adalah suatu istilah yang pertamakali disampaikan oleh 
J.F Ferrier pada tahun 1854 untuk membedakannya dengan cabang filsafat 
lainnya yaitu ontology.20. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang 
membicarakan sifat dasar,21 sumber, cara mendapatkan dan validitas 
kebenaran pengetahuan,22  serta pertanggungjawaban atas pernyataan 
mengenai pengetahuan yang dimiliki.23 
Epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata di 
dalam bahasa Yunani: episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan; 
logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. 
Sehingga secara mudah epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan 
sistematik mengenai pengetahuan.24 
Studi epistemologi mencari jalan untuk memecahkan pertanyaan-
pertanyaan mendasar seperti misalnya: Bagaimanakah sifat pengetahuan? 
Berapa banyak pengetahuan yang diketahui manusia? Apakah pengetahuan 
yang dapat diketahui manusia? Apakah pengetahuan itu dimungkinkan? 
                                                 
20 Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontenporer, ( Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), hlm. 30. 
21 Ibid. hlm. 32. 
22 Hafidz Hasyim, Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar dan STAIN Jember, 2012), hlm. 26. Defenisi yang hampir sama juga dikemukakan 
oleh D.W. Hamlyn, lihat Alfons Taryadi, Epistemologi pemecahan masalah menurut Karl. Popper,  
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 16. 
23  Hardono Hadi, Epistemologi Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1994), 
hlm. 5. 
24 A.M.W. Pranarka, Epistemologi Dasar Suatu Pengantar, ( Jakarta: Centre For Strategic 





Apakah yang merupakan pembatasan-pembatasan praktis dan teoritis ilmu 
pengetahuan? Dan seterusnya.25 
Epistemologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga 
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa untuk menjajaki keseluruhan 
ruang lingkup epistemologi dan logika akan memerlukan banyak usaha serta 
studi sepanjang hidup.26 
2. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, adalah hasil dari pengalaman Perang 
Dunia Kedua. Dengan berakhirnya perang itu, dan penciptaan PBB, 
masyarakat internasional bersumpah tidak akan pernah membiarkan 
kekejaman seperti konflik itu terjadi lagi. Para pemimpin dunia memutuskan 
untuk membuat Piagam PBB sebagai acuan untuk menjamin hak-hak setiap 
individu di mana-mana. Dokumen ini kemudian akan menjadi Universal 
Declaration of Human Rights, yang diambil pada sesi pertama Majelis Umum 
pada tahun 1946.27 
                                                 
25  Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Epitemologi dan Logika, ( Bandung: Remadja Karya 
CV Bandung), hlm. 1. 
26 Ibid.  
27 http://www.un.org/en/documents/Universal Declaration Of Human Rights/history.shtml 
26/9/2015, lihat juga Andrey Sujatmoko, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter, ( Jakarta: Rajawali 





Deklarasi ini secara singkat memberikan seperangkat hak-hak dasar 
manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia.28 
Meskipun praktek Hak Asasi Manusia sudah lama diamalkan, (bahkan dapat 
dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi)29 
dan sebelum Universal Declaration of Human Rights sudah ada Magna 
Charta, Declaration of Independence PBB dan hak asasi warga Negara di 
Prancis, namun Universal Declaration of Human Rights dalam literatur sering 
dianggap sebagai generasi pertama dari konsep hak asasi manusia.30 
Universal Declaration of Human Rights dipandang sebagai puncak 
konseptualisasi HAM sejagat, apa yang tertuang di dalamnya dilihat dari 
perspektif perkembangan generasi HAM adalah termasuk kedalam generasi 
pertama dari empat generasi HAM yang ada. Cirinya yang terpenting adalah  
bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik. 
Sangat wajar dikarenakan beberapa hal, yakni realitas politik global pasca-
perang dunia II, dan adanya keinginan kuat Negara-negara baru untuk 
menciptakan tertib hukum dan politik yang baru. Generasi kedua dan 
seterusnya.31 
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Universal Declaration of Human Rights juga merupakan dokumen 
Internasional pertama yang di dalamnya berisikan “katalog” HAM yang 
dibuat berdasarkan suatu kesepakatan Internasional.32 Universal Declaration 
of Human Rights adalah produk dari teori hak-hak kodrati (natural rights 
theory) dimana menurut teori ini HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh 
semua orang setiap sa’at dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan 
sebagai manusia. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari 
pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat Universal.33 
Sebagai dokumen Internasional pertama, setiap kali kita menyebut 
hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku ialah Universal 
Declaration of Human Rights. Ini wajar dan merupakan keharusan, karena 
Universal Declaration of Human Rights merupakan puncak konseptualisasi 
manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas 
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Selain istilah-istilah pokok di atas, penulis juga merasa perlu untuk 
menjelaskan secara ringkas teori pokok tentang pembahasan di dalam tesis ini: 
1. Teori Tentang Sekularisme 
Menurut Yusuf Al-Qarādhāwy, sekularisme dilihat dari segi sikapnya 
terhadap agama terbagi menjadi dua yaitu sekularisme yang netral/moderat 
dan sekularisme yang agresif Memusuhi Agama.35 
Sekularisme moderat menurut Al-Qarādhāwy adalah sekularisme 
liberal yang dianut oleh Negara-negara Eropa/Barat dan Amerika. Namun 
demikian menurutnya, meskipun Negara-negara Eropa/Barat menganut 
sekularisme moderat dan menggembor-gemborkan kebebasan serta hak asasi 
manusia secara umum, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan manusia 
untuk komitmen terhadap Agama, tetap saja sekularisme itu tidak ada yang 
bersikap netral terhadap Agama. 
Sikap tidak netral itu menurutnya terlihat dari intimidasi Negara 
tersebut kepada Agama lain selain Agama yang mereka anut terutama Islam. 
Selain itu, ketidak netralan itu juga terlihat dari sikap mereka yang 
memisahkan Agama dari arena kehidupan manusia bukanlah suatu kenetralan 
justru lebih terlihat sebagai sikap yang memusuhi Agama. Sikap itu lanjut 
Qarādhāwy justru berpijak kepada tuduhan bahwa Agama itu berbahaya, oleh 
karena itu harus disingkirkan. 
                                                 





Semua ruang publik seperti pendidikan, pengajaran, kebudayaan, ilmu, 
undang-undang dan tradisi harus terpisah dari Agama. Sikap ini lanjutnya 
merupakan ketidak netralan dan tidak disebut pasif. 
Meskipun demikian menurut Qarādhāwy, sekularisme bentuk pertama 
ini lebih ringan ancamannya terhadap Agama dibandingkan dengan yang ke 
dua, sebab sekularisme jenis pertama ini menurutnya tidak begitu lantang 
menyampaikan sikap tidak mendukung dan tidak memusuhi agamanya. 
Apabila sekuler moderat yang bersembunyi dibalik liberalisme saja 
sudah menganggap agama berbahaya, maka sekularisme yang kedua tentunya 
jauh lebih anti Agama sifatnya. Sekularisme agresif Memusuhi Agama 
lanjutnya merupakan sekularisme Marxis yang dianut oleh Unisoviet dan 
Rusia yang Atheis serta Negara lain yang sefaham. 
Sekularisme jenis yang ke dua ini meurut Qarādhāwy merupakan 
sekularisme yang sangat memusuhi agama dan berusaha untuk 
melenyapkannya bahkan termasuk membersihkannya dari dalam Masjid atau 
Gereja, karena agama bagi mereka merupakan musuh yang bertentangan 
dengan pandangannya, karenanya Agama itu harus dikubur. 
Efek dari sekularisme yang agresif memusuhi Agama ini lanjut 
Qarādhāwy juga berpengaruh kepada sekularisme liberal dan yang 
menganggap dirinya penganut demokrasi. Pengaruh itu mengakibatkan 
mereka meniru dan mengikuti sekularisme marxis dengan memerangi Agama 





2. Teori Tentang HAM 
Untuk membahas tentang HAM Ada beberapa teori yang penting dan 
relevan dengan persoalan HAM, antara lain yaitu: 
a. Teori Hak-Hak Kodrati (Natural Rights Theory) 
Menurut teori hak-hak kodrati, ham adalah hak yang dimiliki oleh 
semua orang setiap sa’at dan di semua tempat oleh karena manusia 
dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, 
kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajarkan oleh John Locke. 
Pengakuan tidak diperlukan bagi ham, baik dari pemerintah atau dari satu 
sistem hukum, karena ham bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, 
sumber ham sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.36 
Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai 
“bill of right”, seperti yang diberlakukan oleh parlemen Inggris (1689), 
deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (1776), deklarasi hak-hak 
manusia dan warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad 
kemudian, di penghujung perang Dunia II, deklarasi universal HAM 
(1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat Internasional di bawah 
bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga 
dapat ditemukan dalam berbagai instrument ham di benua Afrika dan 
Eropa.37 
                                                 






Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan 
bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum 
Nasional suatu Negara, yaitu norma ham Internasional. Namun demikian, 
kemunculan sebagai norma Internasional yang berlaku di setiap Negara 
membuatnya tidak sepenuhnya lagi  sama dengan konsep awalnya sebagai 
hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga 
telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak 
kodrati. (sebagaimana yang ditunjukkan oleh John Locke). Kandungan 
hak dalam kandungan gagasan ham sekarang bukan hanya terbatas pada 
hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan  
munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam 
konteks keseluruhan inilah seharusnya makna ham difahami dewasa ini.38 
b. Teori Positivism (Positivist Theory) 
Teori positivism merupakan teori yang tidak setuju dengan teori 
hak-hak kodrati. Penganut teori ini berpendapat, mereka secara luas 
dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. 
Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, 
hokum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai 
berikut: “bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak 
rill, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. 






Hak kodrati adalah omong kosong belaka; hak yang kodrati dan tidak bisa 
dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung 
tinggi.”39 
Teori positivism secara tegas menolak pandangan teori hak-hak 
kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati 
sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivism suatu hak mestilah 
berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan 
atau konstitusi yang dibuat oleh Negara.40 
Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati 
menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau 
pengandaian moral yang a priori, kaum positivis berpendapat bahwa 
eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara.41 
c. Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativist Theory) 
Menurut teori relativisme tidak ada suatu hak yang bersifat  
universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dari 
dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. 
Manusia merupakan selalu produk dari beberapa lingkungan sosial dan 
budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang 
memuat cara yang berbeda-beda menjadi manusia. Oleh karena itu hak-
hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat 
                                                 







merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara social 
(desocialized) dan budaya (deculturalized).42 
Apa yang ditawarkan oleh penganut teori ini adalah 
konstektualisasi ham dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh 
asosiasi antropolog Amerika (American Anthropological Association) di 
hadapan komisi HAM PBB ketika komisi ini sedang mempersiapkan 
rancangan  Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan itu intinya 
menginginkan perlunya dipikirkan dalam rangka menyusun deklarasi, 
untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti: bagaimana nantinya 
deklarasi dapat berlaku bagi seluruh  manusia dan tidak merupakan suatu 
pernyataan mengenai hak-hak (statement of rights) yang hanya 
menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di Negara-Negara Eropa 
Barat dan Amerika.43 
Teori relativisme budaya yang memandang teori hak-hak kodrati 
dan penekanannya dalan universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu 
budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imprealisme budaya 
(cultural imprealism).44 
d. Teori tentang Epistemologi HAM dalam Islam 
Berbeda dengan HAM sekuler yang menganggap HAM itu 
bersumber dari kodrat manusia yang sudah otomatis ada sejak lahir, Islam 
                                                 







justru memandang HAM itu sebagai anugrah dan titipan dari Allāh kepada 
manusia. Konsekuensinya adalah selain hak yang diberikan oleh Tuhan itu 
tetap dan tidak ada yang dapat mencabut hak-hak itu,45 HAM di dalam 
Islam juga diposisikan sebagai hak yang tidak semata-mata secara bebas 
dimiliki oeleh manusia yang dapat dipergunakan secara sewenang-
wenang. HAM di dalam Islam merupakan hak yang juga harus 
dipertanggungjawabkan di hadapan Allāh, sehingga manusia selain 
menuntut haknya juga dituntut untuk mempertimbangkan baik/buruk, 
pantas/tidak pantas, atau layak/tidaknya sebuah perbuatan. 
Prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam untuk menjaga 
kehormatan dan hak-hak asasi manusia bersifat unik dan boleh jadi tidak 
terjangkau oleh akal manusia.46Ham di dalam Islam bukanlah hak yang 
dimiliki oleh individu secara eksklusif dan tanpa batas. Hak dalam Islam 
tidak dapat lepas dari kewajiban. Manusia berhak menjalani kehidupan 
sesukanya, namun tidak diperbolehkan menganiaya dirinya sendiri, 
membunuh dirinya sendiri apalagi orang lain.47 
HAM di dalam Islam tidaklah dibatasi oleh batas suatu wilayah 
atau Negara. Islam telah menetapkan hak-hak dasar dan fundamental 
secara universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati 
dalam segala keadaan. Islam melarang menumpahkan darah kecuali tanpa 
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alasan dan dasar hukum yang kuat, Islam sangat melarang penindasan 
terhadap kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang 
sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum wanita harus 
dihormati, orang-orang yang miskin harus dibantu makanan, pakaian, dan 
hak dasarnya, orang yang terluka dan terkena wabah harus dirawat tanpa 
membedakan suku,agama,dan ras nya.48 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research 
dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah dan tulisan-
tulisan yang bersumber dari kepustakaan. Data-data itu berupa buku, artikel, 
jurnal, majalah, video atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang 
tema yang berkaitan dengan tesis ini. 
2. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi 
ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat 
penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat 
sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun 
dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini agama tampil sangat prima dengan 
seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara 
                                                 





normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, Agama 
tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, 
tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk 
bidang ekonomi Agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, 
dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, Agama tampil 
mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian dan sebagainya. 
Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik 
dan sebagainya agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan 
dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran Agama yang bersangkutan.49 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah draft 
Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, sedangkan yang menjadi 
data sekundernya adalah instrument-instrumen PBB tentang HAM dan 
berbagai sumber kepustakaan lainnya, seperti buku, artikel, tulisan, dan jurnal, 
yang membahas tentang tema penelitian ini, yaitu tentang epistemologi dan 
HAM. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 
dokumentasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan 
                                                 





menelaah karya-karya dari sumber-sumber yang telah ditentukan. Sumber 
data itu terdiri dari artikel, jurnal, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai 
dengan tema penelitian yaitu epistemologi dan HAM. 
5. Validitas Data 
Sebuah data disebut valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti 
tidak berbeda/sama dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 
penelitian. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 
diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan 
atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu 
derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 
(dependability), dan kepastian (confirmability).50 Dalam penelitian ini 
menggunakan ukuran kepercayaan (credibility), dan keteralihan 
(transferability). 
Peneliti menyampaikan secara rinci draft Universal Declaration of 
Human Rights, mencari data-data pendukung dari draft tersebut sehingga jelas 
terlihat landasan epistemologi dan maksud yang terkandung di dalam teks 
tersebut, implikasi dari epistemlogi Universal Declaration of Human Rights 
serta memastikan bagaimana pandangan Islam terhadap landasan epistemologi 
Universal Declaration of Human Rights. 
 
                                                 






6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah induksi dan deduksi. 
Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dipelajari dan 
dikelompokkan sesuai dengan permasalahan. Data-data yang sudah 
dikelompokkan kemudian dipelajari dan diteliti lagi untuk diambil kesimpulan. 
Dari metode ini diharapkan dapat menyimpulkan konsep atau landasan 
epistemologi Universal Declaration of Human Rights. 
G. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan tesis ini dibagi menjadi enam bab, dan tiap-tiap babnya saling 
berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Diantara bab-bab 
yang ada diuraikan lagi menjadi sub bab- sub bab tertentu sesuai dengan 
pembahasan yang ada pada masing-masing bab. Sistematika penulisannya adalah 
sebagai berikut: 
Bab pertama mengemukakan pendahuluan dari tesis ini. Bagian 
pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan mengapa 
penelitian ini diangkat, rumusan masalah yang menjadi masalah pokok dalam 
kajian ini, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab ke dua dalam tesis ini Konsep Umum Epistemologi Dan Epistemologi 
HAM Dalam Islam dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama  membahas 
tentang konsep epistemologi secara umum dan bagian ke dua membahas tentang 





Pada bagian pertama akan diuraikan pengertian epistemologi, sumber ilmu 
pengetahuan, teori-teori kebenaran, tingkat kebenaran epistemologi, serta batas 
dan jenis pengetahuan. 
Pada bagian ke dua dibahas konsep epistemologi menurut Islam, terdiri 
dari Sumber dan sifat HAM di dalam Islam, Prinsip-prinsip HAM di dalam Islam, 
Keseimbangan antara Hak dan kewajiban di dalam Islam, Hak individu dan 
kehidupan social, Hak dan kehormatan Individu di dalam Islam, Pernikahan dan 
berkeluarga di dalam Islam, Kebebasan beragama di dalam Islam, Kebebasan 
berpendapat dan keadilan hukum dalam Islam, serta Hak bekerja dan memperoleh 
kehidupan yang layak di dalam Islam. 
Bab ke tiga hak asasi manusia dan konsep epistemologi universal 
declaration of human rights (udhr). Pada bagian pada bagian pertama dalam bab 
ini diuraikan tentang hak asasi mnusia. Terdiri dari sejarah hak asasi manusia, 
aliran-aliran dalam memandang hak asasi manusia, dan hak asasi manusia di 
Barat. 
Bagian ke dua pada bab tiga ini diuraikan tentang konsep epistemologi 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang terdiri dari sumber HAM 
menurut UDHR, sifat HAM di dalam UDHR, sifat hukum UDHR, prinsip-prinsip 
HAM di dalam UDHR, universalitas dan partikularisasi UDHR. 
Bab ke empat imlpikasi dari epistemologi sekuler Universal Declaration 
of Human Rights. Bab ini merupakan salah satu bagian yang paling pokok dalam 





terhadap materi muatan udhr, kebebasan mutlak tanpa batasan, perkawinan bebas 
tanpa harus memandang gender dan agama, tidak adanya batasan sacral dalam 
berbicara dan berkeyakinan, tidak adanya batasan sacral dan tanggungjawab 
dalam berbicara, bebas memilih pekerjaan tanpa harus mempertimbangkan norma 
agama serta dampak epistemologi sekuler terhadap penerapan UDHR. 
Bab lima tesis ini membahas tentang kritik terhadap epistemologi 
universal declaration of human rights (UDHR). Terdiri dari; epistemologi sekuler 
sebagai sumber utama masalah UDHR, defenisi HAM, tidak adanya defenisi 
universal tentang HAM, HAM menurut Islam, sumber HAM, sifat ham UDHR 
yang individualistik, UDHR dan hak veto DK PBB,  
BAB VI PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup dari tesis ini yang 
berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. 
